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BAB 3 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berlandaskan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis dan analisis yang sudah dijabarkan diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Klaten telah 

mengambil peran untuk mengendalikan kerusakan lingkungan hidup 

sebagai dampak industri batu bata merah di Desa Basin Kecamatan 

Kebonarum Kabupaten Klaten dengan cara melakukan upaya 

pengendalian kerusakan lingkungan hidup, namun upaya yang 

dilakukan belum dapat berjalan dengan optimal. Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan yang berada di Kabupaten Klaten sudah 

menjalankan upaya untuk melakukan pengendalian kerusakan pada 

lingkungan hidup pada lahan pertanian yang terdampak industri batu 

bata merah melalui upaya melakukan penyuluhan yang dilakukan 

kepada Camat serta Lurah yang berkaitan dengan pengendalian 

kerusakan pada lingkungan hidup serta Dinas Lingkungan Hidup dan 
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Kehutanan melakukan rehabilitasi dengan cara melakukan penanaman 

pohon-pohon di kawasan yang mengalami kerusakan. 

2. Kendala yang dijumpai sehingga upaya dalam melakukan pengendalian 

kerusakan lingkungan hidup belum dapat berjalan dengan optimal yaitu:  

a. Minimalnya penyuluhan yang dilakukan oleh  para Camat serta 

Lurah setempat kepada para pemilik industri batu bata merah serta 

para masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri batu bata 

merah yang berada di Desa Basin Kecamatan Kebonarum 

Kabupaten Klaten. 

b. Terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan untuk dapat mengupayakan pelaksanaan 

pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup pada lahan 

Pertanuan yang terletak di Desa Basin Kecamatan Kebonarum 

Kabupaten Klaten. 

c. Adanya perbedaan  kepentingan  dengan instansi pemerintah lainnya 

yang berakibat pada dana anggaran turun tidak tepat waktu yang 

diperuntukkan untuk melakukan pengendalian kerusakan pada 

lingkungan hidup tidak sesuai dengan anggaran yang telah diajukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten. 

3. Solusi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang 

diupayakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten 

yaitu: 



69 
 

a. Melakukan penyuluhan berkaitan dengan pengendalian kerusakan 

pada lahan pertanian kepada para Camat serta Lurah yang berada 

ada di Kabupaten Klaten. 

b. Memberikan pompa disel kepada para petani 

 

B. Saran 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di Kabupaten 

Klaten seharusnya melakukan penyuluhan secara langsung kepada para 

pemilik industri batu bata merah serta masyarakat sekitar agar upaya yang 

dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan 

pengendalian kerusakan pada lingkungan hidup dapat berjalan dengan 

maksimal. 
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